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ABSTRAK 

Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak 

akan merubah narapidana. Apalagi situasi pandemi sekarang semua kegiatan dibatasi dalam 

rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19 pasti banyak hambatan dalam proses 

pembinaan, terutama masalah over kapasitas, pembinaan masih terfokus di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak memikirkan pembinaan tetapi 

lebih mengutamakan pendekatan keamanan. Sehingga dalam pembinaan narapidana belum 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Pembinaan Narapidana Narkotika yang diberikan 

Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan 

hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Bahan tersebut akan dianalisis 

dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana narkotika yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah 

dilaksanakan berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan, yang meliputi dari tahap awal (orientasi/pengenalan), tahap lanjutan 

(asimilasi) dan tahap akhir (integrasi). Bentuk pembinaannya ada 2 (dua) yaitu pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi 

yaitu faktor penegak hukum (keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas lapas serta 

kerjasama instansi terkait), faktor sarana dan prasarana (keterbatasan kebutuhan pokok, 

sarana pembinaan latihan keterampilan, serta fasilitas pembinaan secara virtual), faktor 

masyarakat (masih  kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemasyarakatan) dan 

faktor kebudayaan (masih banyak narapidana yang tidak taat aturan di Lapas dan tidak 

jujur). Pola pembinaan narapidana narkotika di masa akan datang, saat ini pembinaan masih 

mengacu pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan. Namun belum menerapkan pola pembinaan yang melibatkan masyarakat yang lebih 

kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal. 

Harapannya ke depan, pola pembinaan narapidana dapat menerapkan pola pembinaan 

mengedepankan konsep pembinaan Community Based Corrections yang merupakan model 

yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam 

sistem pemasyarakatan. 

Kata Kunci: Asimilasi, Hak Integrasi, Pembinaan Narapidana, Covid-19 
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ABSTRACT 

 
Allowing someone to be sentenced to serve a sentence without providing guidance will 

not change the prisoner. Moreover, in the current pandemic situation, all activities are 

limited in order to reduce the risk of the spread of Covid-19, there must be many obstacles 

in the coaching process, especially the problem of overcapacity, coaching is still focused on 

correctional institutions and correctional officers do not think about coaching but prioritize 

a security approach. So that in coaching prisoners it has not been able to run effectively and 

efficiently. On the basis of the above thought, the author is interested in conducting a 

research entitled "Guidance of Narcotics Convicts Given Assimilation and Integration 

Rights in the Framework of Preventing the Spread of Covid-19". 

The method used in this study is the empirical legal method. Legal materials obtained 

from primary, secondary and tertiary data. The material will be analyzed by qualitative 

analysis and conclusions will be drawn inductively. Based on the results of the study, it can 

be concluded that the development of narcotics prisoners who are given assimilation and 

integration rights in the Class IIA Women's Prison in Palembang City has been carried out 

based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Guidance and 

Guidance of Inmates, which includes from the initial stage (orientation/introduction), the 

advanced stage (assimilation) and the final stage (integration). There are 2 (two) forms of 

coaching, namely personality development and independence development. Inhibiting 

factors in the implementation of assimilation are law enforcement factors (limited numbers 

and abilities of prison officers and the cooperation of related agencies), facilities and 

infrastructure factors (limited basic needs, skills training facilities, and virtual coaching 

facilities), community factors (there is still a lack of public understanding). About the 

correctional system) and cultural factors (there are still many prisoners who do not obey the 

rules in prison and are dishonest). The pattern of coaching narcotics prisoners in the future, 

currently coaching still refers to Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the 

Guidance and Guidance of Inmates. However, it has not implemented a coaching pattern 

that involves a more familial community, with minimum security and without iron bars and 

thick walls. It is hoped that in the future, the pattern of fostering prisoners can apply the 

pattern of fostering promoting the concept of Community Based Corrections which is a 

model that needs to be developed in carrying out coaching for prisoners in the correctional 

system. 

Keywords: Assimilation, Integration Rights, Convict Guidance, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang konon 

berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar di Indonesia awal tahun 2020 tidak 

hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek 

kehidupan manusia mengalami dampak dimulai dari tatanan kehidupan sosial, 

politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat.  

Sejak Maret 2020, dengan memperhatikan korban terkena Corona Virus 

Disease (Covid-19) di tanah air yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia 

melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) 

telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, menyusul peristiwa 

tersebut sebagai bencana nasional non alam penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, yang diumumkan oleh Presiden 

melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1
 Desakan terhadap 

pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan 

perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada 

khususnya dari ganasnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terus 

bergulir. 

                                                             
 1bnpb.go.id, “Kasus Positif Covid-19 Bertambah 433 Orang, Pasien Sembuh Jadi 1.591, 

dalam 

https://bnpb.go.id/2020/05/01berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-sembuh-jadi-

1-591, diakses pada hari Senin, Tanggal 21 September 2020, Pukul 21:17, WIB.  

https://bnpb.go.id/2020/05/01berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-sembuh-jadi-1-591
https://bnpb.go.id/2020/05/01berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-sembuh-jadi-1-591
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Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan tersebut, di Indonesia 

sendiri salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju 

penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu dengan mengeluarkan 

kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi warga binaan dan 

anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 

Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan 

tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air sudah kelebihan 

kapasitas dan banyak yang tidak layak huni lantaran minimnya sarana dan 

prasarana, fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan kebijakan social distancing 

mustahil untuk diterapkan. Apalagi Lapas/Rutan merupakan sebuah institusi 

tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga rentan dengan ancaman 

penyebaran Covid-19.
2
 

Kebijakan yang dibuat pemerintah ini sesuai dengan amanat Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia 

untuk membebaskan warga binaan berisiko rendah. United Nations News akhir 

Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia 

Michelle Bachelet mendesak pemerintah negara di dunia untuk segera 

                                                             
 2Mohamad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Pandemi Corona,” Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, 

Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 102-103.  
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mengambil kebijakan terhadap warga binaan terkait dengan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly 

vulnerable to Covid-19 – older detainees and those who are sick, among 

them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide 

for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with 

disabilities and juvenile detainees”. 

“Dia mendorong otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang 

paling rentan terhadap Covid-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut 

dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. 

Pemerintah juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan 

khusus bagi warga binaan wanita, warga binaan penyandang cacat dan 

tahanan remaja”.
3
 

World Health Organization (WHO) menyampaikan adanya kemungkinan 

bahwa setiap warga binaan akan mudah terinfeksi Covid-19 dengan sangat 

cepat, dikarenakan Lapas/Rutan merupakan wilayah yang sangat rentan terjadi 

penularan Covid-19. Tidak hanya mengancam warga binaan saja namun juga 

petugas Lapas yang berhubungan langsung dengan warga binaan serta 

masyarakat umum yang tinggal di sekitar Lapas/Rutan.
4
  

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia sebagian besar 

mengalami kondisi kelebihan kapasitas. Jumlah Lapas dan Rutan yang terdapat 

di seluruh Indonesia berjumlah 528 dengan kapasitas sebanyak 131,931 orang. 

Sedangkan jumlah penghuni Lapas sekarang sudah mencapai 293,583 orang. Hal 

                                                             
 3UN News, “UN Rights Chief Urges Quick Action by Governments to Prevent Devastating 

Impact of Covid-19 in Places of Detention”, dalam https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap 

_un_news/favicon.ico unggahan 25/3/2020, diakses pada hari Senin, Tanggal 21 September 2020, 

Pukul 21:47 WIB. 

 4Rekomendasi ICJR untuk Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas, dalam 

https://icjr.or.id/rekomendasi-icjr-untuk-upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-di-rutan-lapas/, 

diakses pada hari Sabtu, Tangggal 08 November 2020, Pukul 20:32 WIB. 

https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap
https://icjr.or.id/rekomendasi-icjr-untuk-upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-di-rutan-lapas/
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tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 123%.
5
 Ruang tahanan yang harus 

ditempati bersama-sama, tidak memungkinkan adanya kondisi pemisahan 

sebagaimana disarankan oleh World Health Organiz (WHO). Tidak hanya itu, 

akibat dari kelebihan kapasitas Lapas/Rutan secara tidak langsung berpengaruh 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan juga pelayanan kesehatan. 

Pada awal tahun 2020 berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM 

RI, Bapak Yasonna H. Laoly menanggapi mengenai kondisi Lapas/Rutan yang 

kelebihan kapasitas, sehingga menjadi fokus utama yang menjadi perhatian 

pemerintah dimasa pandemi dikarenakan sangat rentan terdampak penyebaran 

Covid-19. Di Sumatera Selatan salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, yang masuk dalam zona merah 

dikarenakan ada beberapa pegawai Lapas yang teridentifikasi Covid-19, 

sehingga hampir 2 (dua) bulan lebih aktivitas kegiatan di Lapas terganggu 

hingga sempat terhenti.
6
 

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang 

yang mana dahulunya ini merupakan bekas Rumah Tahan dan sekarang 

dijadikan Lapas, dalam hal kualitas masih jauh dari kata layak untuk disebut 

sebagai Lapas. Sehingga disana sini masih terkendala sarana dan prasaran dalam 

mendukung proses kegiatan apalagi ditambah jumlah warga binaan yang sudah 

over kapasitas. Kamar yang ukuran kecil seharusnya di tempati 6-7 orang warga 

binaan, namun senyatanya di lapangan ditempati hampir 13-15 orang warga 

                                                             
 5Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), 

dalamhttps://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapasitas-rumah-tahanan-dan-total-tahanan20201585 

029331, diakses pada hari Rabu, Tanggal 04 November 2020, Pukul 12:35 WIB. 

 6Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), 

dalam http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-/year/2020/month/11, 

diakses Pada hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:05 WIB. 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapasitas-rumah-tahanan-dan-total-tahanan20201585%20029331
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapasitas-rumah-tahanan-dan-total-tahanan20201585%20029331
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-/year/2020/month/11
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binaan bahkan lebih. Ditambah permasalahan terkendala dengan jumlah petugas 

yang kurang, sehingga dalam menjalankan kegiatan pembinaan di Lapas belum 

berjalan efektif dan efisien.
7
 

Sekarang ini berdasarkan data pada Maret 2021 jumlah total warga binaan 

dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang 

sudah mencapai sebanyak ± 517 orang, sedangkan jumlah kapasitas bangunan 

Lapas hanya bisa menampung ± 151 orang atau (332%), maka dengan demikian 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah over 

kapasitas hingga mencapai angka (232%).  Dari jumlah total 517 orang Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang mana sebanyak 412 orang atau (80%) merupakan 

Warga binaan narkotika.
8
  

Berdasarkan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dalam hal penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 

serta dengan pertimbangan over kapasitas di Lapas. Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, berdasarkan kebijakan yang mengacu 

pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak 

Integrasi telah memberikan pembebasan secara langsung kepada warga binaan 

yang telah memenuhi syarat-syarat dalam aturan tersebut melalui program 

asimilasi dan hak integrasi. Warga binaan yang dibebaskan dari awal tahun 2020 

sampai Maret 2021 yang mana berjumlah sebanyak 202 orang warga binaan, 

yaitu terdiri dari 50 orang warga binaan diberikan Pembebasan Bersyarat, 42 

                                                             
7 Wawancara Kepada Ibu Endang Margiati, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak 

Didik Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, Pada hari 

Senin, Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB. 
8 Bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, 

Maret 2021. 



6 
 

 
 

orang warga binaan diberikan Cuti Bersyarat, dan 110 orang warga binaan 

diberikan Asimilasi. Warga binaan yang menjalani asimilasi di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang saat ini berjumlah 

sebanyak 25 orang warga binaan.
9
  

Warga binaan yang hanya mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini tidak diberikan asimilasi di luar Lapas 

(dibebaskan langsung) dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020, serta terkait 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 warga binaan narkotika yang 

hukuman diatas 5 (Lima) tahun. Asimilasi dan hak integrasi juga tidak diberikan 

kepada warga binaan kasus terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya. Serta warga binaan dengan kasus Pembunuhan Pasal 339 

dan Pasal 340 KUHP, Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, Kesusilaan 

Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP dan Kesusilaan terhadap Anak 

sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Secara umum dalam pembebasan warga binaan dan anak lewat program 

asimilasi dan hak integrasi harus memenuhi syarat selain berkelakuan baik 

selama menjalani masa pidana juga telah menjalani: Pertama, bagi warga binaan 

yang 1/2 (satu perdua) masa pidananya; Kedua, anak yang telah menjalani masa 

                                                             
9 Wawancara Kepada Ibu Lily Puspa Sari, Amd.P, SH., M.Si, Kepala Sub Seksi Registrasi/ 

BIMPAS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, Pada hari Senin, 

Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 10.30 WIB. 
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pidana paling singkat 3 (tiga) bulan; Ketiga, warga binaan dan anak yang tidak 

terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
10

 Untuk ketentuan 

pembebasan bagi warga binaan dan anak lewat integrasi (pembebasan bersyarat, 

cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) harus memenuhi syarat selain 

berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani: Pertama, 

warga binaan yang menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana; Kedua, anak yang 

telah menjalani paling singkat 1/2 (satu perdua) masa pidana; Ketiga, warga 

binaan dan anak yang tidak terkait pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan.
11

 

Pembebasan warga binaan melalui program asimilasi dan hak integrasi di 

awal pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Tidak hanya rencana 

pembebasan warga binaan khusus, namun wacana pembebasan warga binaan 

umum juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan 

tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia 

dalam sistem peradilan pidana. Disisi lain, tidak sedikit yang justru 

menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya 

kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas warga 

binaan tersebut bergerak bebas di masyarakat yang dapat memunculkan 

kriminalitas baru. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan warga binaan 

                                                             
 10Kompas.id, Cegah Covid-19 Menyebar di Lapas, Pembebasan Warga binaan Dipercepat, 

dalam https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/01/percepatan-pembbasan-warga binaan-

dilakukan, diakses pada hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:07 WIB. 

 11Ibid. 
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merupakan langkah yang tepat dalam mencegah dan penanggulangan 

penyebaran Covid-19 apalagi warga binaan khusus seperti warga binaan tipikor, 

terorisme dan narkotika.
12

 

Kekhawatiran publik akan dampak dari kebijakan pembebasan warga binaan 

di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi Covid-

19 warga binaan akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari 

pekerjaan. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan warga binaan di 

Lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Hal ini terbukti diawal-awal 

pembebasan ada 12 orang warga binaan melakukan tindak pidana kejahatan 

kembali ini merupakan warga binaan yang mendapatkan program asimilasi dan 

hak integrasi.
13

 

Melihat dampak yang timbul, pembebasan warga binaan jangan sampai 

difokuskan hanya sekedar penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-

19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan pembinaan sebagai 

tujuan pemidanaan. Harapannya warga binaan yang dikeluarkan memang benar-

benar warga binaan yang sudah siap untuk dikeluarkan atau di resosialisasi ke 

dalam lingkungan masyarakat dan telah melalui tahapan-tahapan pembinaan di 

Lapas baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan.  

Mengenai prinsip resosialisasi yang mana pola pembinaan yang 

membaurkan kehidupan warga binaan dengan lingkungan masyarakat ini juga 

terkait dengan sistem pemasyarakatan yang memasyarakatkan kembali warga 

                                                             
12Kompas.id, “Dilema Pembebasan Tahanan”, https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/13 

/dilema-pembebasan-tahanan/13 April 2020, hal. 3, diakses pada hari Senin, Tanggal 9 November 

2020, Pukul 13:32 WIB. 

 13Republika.id, Baru Bebas, Residivis Langsung Kambuh”, dalam https://www.republika.id/ 

posts/ 5925/baru-bebas-residivis-langsung-kambuh5/042020, hlm. 1. Diakses pada hari Senin, 

Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:06 WIB. 

https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/13%20/dilema-pembebasan-tahanan/
https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/13%20/dilema-pembebasan-tahanan/
https://www.republika.id/
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binaan sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau healthy reentry into 

the community, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.
14

 

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui 

pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Harapannya agar warga binaan akan 

berubah di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai 

menjalani hukumannya, warga binaan akan menjadi orang yang berguna bagi 

masyarakat. Tujuan pembinaan bagi warga binaan atau warga binaan 

pemasyarakatan tidak akan pernah tercapai jika faktor kesehatan menjadi 

terabaikan serta terdampak wabah penyakit.
15

  

Warga binaan adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang 

dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam 

lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. 

Pada suatu saat warga binaan itu diharapkan akan kembali menjadi manusia 

anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.
16

 Warga binaan narkotika 

sama halnya seperti warga binaan yang lain tetap harus dijamin hak-haknya yang 

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal, sehingga harus 

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi 

maupun dirampas oleh siapapun terlebih warga binaan berada di Lembaga 

Pemasyarakatan yang ruang geraknya sangat terbatas. 

                                                             
 14Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan 

Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 30. 

 15Ratna Juliana Siagiana, “Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan 

di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 

Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, Jakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 139. 

 16Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 180. 
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Dalam paradigma integrasi sosial, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah alat 

untuk pembalasan dendam (retribution) atau pemberian efek jera (deterrence). 

Tetapi bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan 

pembinaan warga binaan. Untuk itu, semangat memberikan perlakuan yang 

terbaik dan manusiawi dan menjadi nafas yang harus selalu hadir dalam 

pelaksanaan pembinaan warga binaan.
17

 

Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan dan anak didik 

pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan dan anak 

didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
18

 Sedangkan integrasi 

adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga 

binaan dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.
19

 

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah 

untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi warga negara yang 

baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan 

masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikusertakan 

masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun 

dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang 

telah selesai menjalani pidananya.
20

 

                                                             
 17Mashudi dan Padmono Wibowo, Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, (Jakarta: CV 

Nisata Mitra Sejati, 2018), hlm. 5. 

 18Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi 

Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298). 

 19Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842). 

 20Haryono, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses 

Asimilasi Warga binaan”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 3, November 2019, Jakarta: 
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Berbeda pada situasi sebelumnya pembinaan terhadap warga binaan yang 

telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi biasanya terfokus hanya 

dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, namun disituasi sekarang 

warga binaan asimilasi langsung dibebaskan dengan pembimbingan atau 

pengawasannya di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan 

dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan 

(PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai 

terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga 

binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (dalam jaringan). 

Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulanan Covid-19, serta 

agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.
21

 

Warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dengan 

pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual 

(dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun 

Video Converence. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana 

pencegahan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam 

jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara jika 

pengawasan asimilasi dan hak integrasi dirumah yang tidak terlaksana secara 

maksimal akan berpotensi pelanggaran hukum kembali. Mengakibatkan proses 

penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik, apalagi pembinaan 

warga binaan di luar Lembaga Pemasyarakatan semacam ini baru pertama kali 

                                                                                                                                                                             
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, hlm. 296. 

 21Enny Umronah, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Warga binaan 

Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19, dalam https:// file:///:/Artikel Bahan Hukum Pidana%20/1554-

3641-1-PB.pdf, diakses pada hari Senin, Tanggal 22-09-2020, Pukul 20:32 WIB. 
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dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sehingga masih banyak 

hambatan dalam pengawasan terhadap warga binaan. Atas permasalahan ini 

tidak hanya aturan yang harus dipertanyakan tetapi juga sistem atau pola 

pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan yang mendapatkan asimilasi dah 

hak integrasi yang dirumahkan perlu dipertanyakan lagi bagaimana proses dan 

pembinaan sebelumnya di Lapas sehingga masih banyak warga binaan yang 

masih mengulangi kejahatan kembali.
22

  

Apalagi di situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sekarang pasti dalam hal 

pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sulit dijalankan 

karena harus menjaga protokol kesehatan yang ketat, semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pihak luar dikurangi bahkan tidak dilakukan sama sekali 

sehingga proses pembinaan dapat terhenti. Disisi lain banyak perubahan dari 

semua aspek kehidupan tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, 

akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mengalami dampak perubahan 

dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya 

aspek hukum di masyarakat. Maka terkait hal tersebut pembinaan yang 

mengedepankan konsep pembinaan Community Based Corrections di 

Palambang khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan 

pembinaan terhadap warga binaan dalam sistem pemasyarakatan dimasa akan 

datang. 

Berdasarkan isu hukum di atas sehingga penulis tertarik meneliti 

permasalahan ini ke dalam tesis mengenai “Pembinaan Warga Binaan Narkotika 

                                                             
 22Ibid.  
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yang Diberikan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 

diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 

di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan warga binaan 

narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka 

pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Kota Palembang? 

3. Bagaimana pola pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika dimasa 

akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pembinaan warga 

binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam 

rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. 
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b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat 

dalam pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan 

hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. 

c. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pola pelaksanaan 

pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu pemasyarakatan dan pidana. 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis tentang 

pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran 

Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang. 

b) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pandangan bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan 

pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan 

hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan 
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c) Bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bahan acuan dalam 

mengambil keputusan dan menentukan kebijakan-kebijakan serta 

peraturan-peraturan yang tepat diambil kedepannya berdasarkan 

situasi yang ada di lapangan. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang 

hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Pembinaan 

Warga binaan Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam 

Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan tesis ini, maka untuk itu 

penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana pelaksanaan pembinaan 

warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka 

pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Kota Palembang, faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan 

narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan 

penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang, serta bagaimana pola pembinaan warga binaan narkotika dimasa 

akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis 

hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan 
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model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori 

menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana 

untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara 

lebih baik.
23

 

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan 

yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum 

dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting 

dipositifkan.
24

 Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab 

keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan 

teoritik hukum. 

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara 

norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk 

mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl 

Raimund Popper,
25

 suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam 

pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Grand Theory 

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (Middle 

Range Theory dan Applied Theory) yang akan digunakan penelitian. Dalam 

                                                             
 23Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 

di Indonesia 1945-1990, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 37. 

 24J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori 

Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 156-160. 

 25Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 29. 
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penelitian ini Grand Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan dan 

Kepastian Hukum.  

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang 

birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch 

sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai 

gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita 

hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh 

kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian 

kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-

konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi 

formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai 

unsur ketiga dari cita hukum.  

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan 

akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita 

hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. 

Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri 

yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. 

Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih 

penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh 

sistem politik. 

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan 

kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau 
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disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas 

kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata 

keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan 

prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, 

keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. 

Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick 

untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, 

ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya 

the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak 

berseberangan, melainkan justru bersandingan. 

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. 

Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah 

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai 

pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang 

berkeadilan.
26

 

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian 

hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem 

hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru 

kemudian keadilan dan kemanfaatan.
27

 

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan 

hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari 

Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum 

                                                             
26Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2003), 

hlm. 41. 
27A. Hamid dan S. Attamimi, Ilmu Perudang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 34. 
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tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, 

meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai 

mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga 

ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan 

adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut Spannungsverhaltnis. Oleh 

karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat 

menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan 

juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan 

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.
28

 

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus 

tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum 

positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi 

unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah 

aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum 

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai 

dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam 

realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan 

kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. 
29

 

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi 

benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang 

digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai 

berikut:  

                                                             
   28Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 

251. 
29Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, 2004), hlm. 239. 



20 
 

 
 

a. Keadilan Hukum; 

b. Kemanfaatan Hukum; 

c. Kepastian Hukum. 

 

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, 

maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Teori Keadilan 

dan Kepastian Hukum ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan 

masalah mengenai bagaimana pola pembinaan warga binaan narkotika 

dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-

19. 

 

2. Middle Range Theory 

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.
30

 Dalam 

penelitian ini menggunakan teori: 

1) Teori Tujuan Pemidanaan 

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori 

pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan 

teori tersebut sebagai berikut: 

a) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)  

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh 

Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa 

pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat 

tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang 

                                                             
30Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 43. 
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perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat 

pidana adalah pembalasan (revegen). 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:
31

  

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan 

itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum 

pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan 

sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 

sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”  

 

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan 

suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan 

dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya 

untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik. 

Menurut Vos bahwa:
32

 

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan 

pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan 

terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di 

dunia luar“. 

 

b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran 

agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana 

                                                             
 31Andi Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), hlm. 11. 

 32Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 27. 
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mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau 

membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan 

sikap mental. 

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:
33

 

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku 

tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan 

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan 

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan.” 

 

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana 

pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang 

ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general 

preventie) yang ditujukan ke masyarakat. 

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan menempatkan pelaku 

kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk 

menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai 

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk 

mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan 

pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan 

hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat. 

c) Teori Gabungan/Modern (Ven gbxc  xxreningings Theorien) 

                                                             
 33Andi Zainal Abidin, Op. Cit, hlm. 11. 
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Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 

pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. 

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter 

pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam 

menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak 

pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau 

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. 

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 

pandangan sebagai berikut:
34

 

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat. 

2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. 

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah 

satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan 

tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi 

denga upaya sosialnya.  

Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini 

mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan 

jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan 

dan pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam 

                                                             
 34Djoko Prakoso, Hukum Panintesier Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47. 
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diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam 

delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat 

merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa 

penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat 

penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 

Alasan peneliti menggunakan teori tujuan pemidanaan di dalam 

tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai 

pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan 

asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran 

Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang. 

 

2) Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu hubungan timbal balik yang 

erat kepada masyarakat dengan kegiatan yang dapat berdiri sendiri. 

Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat 

dikarenakan struktur masyarakat. Yang dapat menjadi kendala struktur 

masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang 

menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Baik berupa 

penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat 

dijalankan.
35

 Seorjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti 

penegakan hukum yaitu suatu tindakan dengan nilai-nilai pada kaidah-

                                                             
 35Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), hlm. 31. 
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kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, 

mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.
36

 

Indonesia adalah Negara hukum, maka dalam suatu tindakan yang 

dilakukan seseorang harus berdasarkan ketentuan hukum karena fungsi 

hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia.
37

 Maka, dalam 

melakukan penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur agar kepentingan 

manusia dapat dilindungi, yaitu: 

a. Keadilan (rechtssicherheit); 

b. Kemanfaatan (zweckmassigheit); 

c. Kepastian hukum (gerechtigheit). 

 

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan 

penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, 

aplikasi dan eksekusi.
38

 Dimana tahapan ini di pengaruhi sedikitnya 

oleh lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto itu 

sendiri, yaitu:
39

 

1) Faktor hukum yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan 

kebijakan kriminal. 

2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

                                                             
 36Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grasindo Persada, 2006), hlm. 5. 

 37Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130. 
38Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Determinasisasi), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11. 
39 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 5. 
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4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Teori Penegakan Hukum akan menjadi dasar dalam menjawab 

rumusan masalah mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam 

pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak 

integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. 

 

3) Teori Sistem Pemasyarakatan 

Pola pembinaan warga binaan mengalami pembaharuan sejak 

dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, 

pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu 

hukum dari Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 1963. Membuat suatu 

sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dalam pidatonya 

beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagi berikut: 

a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita 

pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, 

membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi 

seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 

b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.   

 

Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah 

pembinaan warga binaan yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa 

“warga binaan bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang 

mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat 
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dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan agak kelak 

bahagia dunia akhirat”.  

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan 

sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode 

pembinaan warga binaan, jelas terjadi perubahan fungsi Lapas yang 

terjadi tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. 

Alasan penulis menggunakan teori sistem pemasyarakatan di dalam 

tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai 

pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan 

asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 

di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. 

 

3. Applied Theory 

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi 

Manusia dan Teori Politik Hukum Pidana. Dalam penelitian ini 

menggunakan teori: 

1) Teori Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma 

yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi 

secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan 

internasional.
40

 Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan 

martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi 

                                                             
 40James Nickel, Standar Encyclopedia of philosophy, Human Rights, 2014. 
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korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk 

jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
41

 

Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu 

dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia 

tidak dapat dicabut oleh Negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-

hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang 

diberikan Negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan 

teori “kontrak sosial” yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan 

politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut 

tersebut telah diserahkan kepada Negara. Apabila penguasa Negara 

mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, 

maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan 

menggantikan dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-

hak tersebut. Dalam Negara hukum faktor penentu penyelenggara 

kekuasaan adalah norma atau hukum bukan orang. 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia 

secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-

pisahkan (indivisibility) mencakup nilai-nilai yang sangat luas seperti 

kemerdekan, kebebasan, dan kesederajatan serta berkaitan erat dengan 

seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis 

                                                             
 41Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, 

(Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1. 
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kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran 

bahkan status.
42

 

Secara singkat teori universal berpandangan bahwa HAM bersifat 

universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilia-nilai atau 

budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat  ataupun yang ada pada suatu 

Negara. Berkaitan dengan hal ini, warga binaan yang berhadapan dengan 

hukum memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak-haknya. Karena 

sejatinya setiap warga masyarakat, termasuk warga binaan di dalam penjara 

yang berhadapan dengan hukum mempunyai keinginan dan kebutuhan yang 

mendasar dalam melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, saya pribadi dan 

tentunya baik keluarga maupun masyarakat berharap pemerintah bisa lebih 

memperhatikan lagi mengenai pemenuhan hak-hak warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya kesejahteraan bagi semua warga 

binaan. Pada saat sekarang, Indonesia telah meratifikasi 6 dari 25 konvensi 

Hak Asasi Manusia PBB.
43

 Terkait salah satu konsep Negara hukum, yaitu 

dengan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Maka, teori ini 

digunakan atau diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa hal-hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari 

warga masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu 

harus dihapuskan segala bentuk diskriminal terhadap warga binaan yang 

                                                             
 42Mada Apriandi Zuhir, "Hands Out HAM", Universitas Sriwijaya, dalam 

https://works.bepress.com/mada_zuhir/17/2018, diakses pada hari Jumat, 06 November 2020 Pukul 

21.51 WIB. 

 43Mada Apriandi Zuhir, HAM Indonesia, Universitas Sriwijaya, dalam 

https://works,bepress.com/mada_zuhir/25/2003, hlm. 5, diakses pada hari Jumat, 06 November 2020 

Pukul 19.09 WIB. 

https://works.bepress.com/mada_zuhir/17/
https://works,bepress.com/mada_zuhir/25/
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berhadapan dengan hukum, tanpa melakukan pelanggaran hak asasi 

manusia. 

 

2) Teori Politik Hukum Pidana 

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah 

Policy (Inggris) atau Politiek (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah 

“Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan 

Hukum Pidana”. 

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering 

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, criminal policy 

atau strafrechtspolitiek. 

Pengertian politik hukum pidana, antara lain: 

a. Menurut Marcx Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni 

yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk 

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi 

juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga 

kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
44

 

b. Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk 

menentukan:
45

 

1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 

dirubah atau diperbaharui. 

                                                             
44 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro), hlm. 1. 
45 Mulder, A, Strafrechtpolitiek, (Delic en Delinkwen, 1980), hlm. 333. 
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2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana. 

3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan. 

c. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya 

mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya 

delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkattaan, maka politik hukum 

pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan 

reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial 

terhadap delinkuensi dan kejahatan.
46

 

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, 

pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan 

pengertian politik kriminal. Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha 

rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana 

mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non Penal (tanpa 

hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, 

politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional 

untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. 

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana 

yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa 

politik hukum pidana adalah: “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa 

keadilan dan daya guna. 

                                                             
46 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 16. 
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Teori Politik Hukum Pidana akan menjadi dasar dalam menjawab 

rumusan masalah mengenai bagaimana pola pembinaan warga binaan 

narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi 

pasca Covid-19. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Selain menentukan teori yang dipakai dalam menganalisis persoalan dalam 

tesis ini, menurut penulis perlu juga disusun beberapa definisi konseptual untuk 

menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan 

dalam tesis. Pandangan Samadi Suryabrata pengertian konsepsi adalah suatu 

bagian terpenting dari teori dan observasi antara abstraksi dengan kenyataan. 

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang 

digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi konseptual.
47

  

Sehingga untuk menyamakan persepsi maka ada beberapa pengertian yang 

perlu dijelakan antara lain: 

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, 

kesehatan jasmani dan rohani Warga binaan dan Anak Didik 

Pemasyarakatan.
48

  

2. Warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di Lembaga Pemasyarakatan.
49

 

                                                             
 47Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3. 

 48 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842). 

 49 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi 
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3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan.
50

 

4. Asimilasi adalah proses pembinaan Warga binaan dan Anak yang 

dilaksanakan dengan membaurkan Warga binaan dan Anak dalam 

kehidupan masyarakat.
51

 

5. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan 

masyarakat.
52

 

6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan dan Anak Didik 

Pemasyarakatan.
53

 Mengenai pemasyarakatan ini merupakan kegiatan untuk 

melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

                                                                                                                                                                             
Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298). 
50 Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062). 

 51 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi 
Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298). 

 52 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842). 

 53 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3614). 
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kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
54

 

7. Covid-19 adalah penyakit akibat suatu corona virus baru yang sebelumnya 

tidak teridentifikasi pada manusia. Corona virus adalah suatu kelompok 

virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Awalnya, penyakit ini 

dinamakan sementara sebagai 2019 novel corona virus (2019-nCoV), 

kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu 

Corona Dirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
55

 Covid-19 ini 

merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus 

diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas 

yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. 

8. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang terletak di 

jantung ibu Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang yang 

sejatinya berada di pulau Sumatera. LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang sangat strategis yaitu disebelah timur Masjid Agung SBM II 

Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat mudah dikenali. Adapun 

                                                             
 54 Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3614). 

 55World Health Organization. Naming the coronavirus disease (Covid-19) and the virus that 

causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: 

dalam https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-

the coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it, diakses pada hari Minggu, tanggal 

20-09- 2010, Pukul 20:07 WIB. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the%20coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the%20coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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lokasinya di Jl. Merdeka No.12 Kelurahan: 19 ilir, Kecamatan: Bukit Kecil, 

Provinsi: Sumatera Selatan.
56

 

9. Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara 

geografis terletak antara 2o 52′ sampai 3o 5′ Lintang Selatan dan 104o 37′ 

sampai 104o 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari 

permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400, 61 km2 

yang secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
57

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (field 

research), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.
58

 Atau dengan kata lain yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
59

 Jenis penelitian 

ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan 

lebih menitik beratkan pada data primer. Sifat penelitian yang digunakan 

                                                             
 56Portal Resmi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, dalam 
https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 08-09-

2020, Pukul 15:20 WIB. 

 57Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam 

https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-09-2020, 

pukul 15:11 WIB. 

  58Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 

15. 

 59Bambang Waluyo, 2002, Ibid, hlm. 16. 

https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/
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dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Eksplanatori (Explanatory 

Research), yakni penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.60 Penelitian ini 

bertujuan mengetahui pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan 

asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-

19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang 

dengan mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis 

tentukan di dalam penelitian. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji 

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu 

hukum yang akan dibahas,
61

 yaitu norma-norma hukum yang mengatur 

tentang pembinaan warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak 

integrasi. 

b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah untuk 

mengetahui makna yang terkadung oleh istilah-istilah yang digunakan 

dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.
62

 Pendekatan 

analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan 

                                                             
60 Singarimbun M dan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survey, Jakarta: PT. Pustaka 

LP3ES, , hlm 122. 
61Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2007), hlm. 96. 

 62Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia, 

2006), hlm. 47. 
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konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan pemenuhan hak-

hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Kota Palembang. Sehingga dalam hal ini, dari pendekatan analitis ini 

dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam 

menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Pendekatan Filsafat Hukum (Legal Philosophical Approach) 

Berdasarkan ciri khas filsafat, dibantu beberapa pendekatan yang 

tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan Fundamental 

Research, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu 

aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok 

masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu 

bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap 

pemberlakuan suatu aturan hukum.
63

 Pendekatan Filsafat Hukum 

dilakukan dalam rangka berupaya memecahkan persoalan, menciptakan 

hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu 

memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum 

yang berlaku suatu masa, disuatu tempat sebagai hukum positif. 

d. Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach) 

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam rangka “pelacakan 

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”,
64

 atau “menelusuri 

                                                             
63 Abu Yasid, 2010, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 80. 
64 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 

166. 
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aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan 

hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masa ada relevansinya 

dengan masa kini”,
65

 atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, 

dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.
66

 

Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk 

memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat 

memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi 

aturan hukum tersebut”.
67

  

 

e. Pendekatan Sosio-Legal (Social-Legal Approach) 

Pendekatan sosio-legal (Social-Legal Approach) ini dilakukan 

untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis 

dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah 

dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk 

memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu 

pendekatan yang bersifat non-doktrinal.
68

 Melalui pendekatan ini, 

obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial 

diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman hukum adalah 

sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya 

akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.
69

 

                                                             
65 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

Teori Hukum. Jakarta: Lencana, hlm. 160. 
66 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

hlm. 59. 
67 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. 

 68Adriaan W. Bedner, Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan 

Negara), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 29.  

 69Adriaan W. Bedner, Ibid. 
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3. Jenis dan Sumber Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan, baik berupa sumber lisan maupun 

tulisan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.
70

 Data 

primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga 

masyarakat melalui penelitian.
71

 

Sumber data primer meliputi: Wawancara: Dalam rangka 

mempertimbangkan efektifitas dan hasil yang dicapai pada teknik 

wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk semi-terstruktur, yaitu 

mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam guna mengetahui 

keterangan lebih lanjut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti 

data dalam dokumen dan publikasi.
72

 Sebagai penunjang yang mana 

merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library 

research). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan 

penelitian, dokument, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, 

                                                             
70Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Kedua, (Jakarta: Granit, 2005), 

hlm. 57.  
71Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 12.  
72Ibid. 
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pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat 

dengan inti permasalahan yang akan diteliti. 

Data sekunder dapat diperoleh melalui data hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
73

  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946); 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1881); 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Warga binaan dan Anak dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Warga binaan dan Anak dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

 

                                                             
73 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 

113. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang 

berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan 

dengan objek kajian penelitian.
74

 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, 

baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,
75

 

seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan 

seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum 

yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara 

pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data 

sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

                                                             
 74Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 

hlm. 24. 

   75Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 32 
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Wawancara Pribadi (personal interviewing) yaitu percakapan dua arah 

atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. 

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada responden dan 

petugas yang termasuk dalam komponen Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan, dengan maksud untuk memperoleh 

penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Kemudian 

diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian 

di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.  

 

6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 

sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang 

sama.
76

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dan seluruh 

warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi 

dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. 

                                                             
76Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 121. 
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b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi 

atau yang menjadi objek penelitian. Penetapan sampel dilakukan 

dengan cara non probability sampling atau non random sampling, yaitu 

teknik penetapan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel.
77

 Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti 

dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.
78

 Maksudnya sampel di pilih 

terlebih dahulu berdasarkan kedudukan dan kenyakinan bahwa sampel 

yang diamil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian tesis ini. 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: 

a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota 

Palembang; 

b) Kepala Seksi Pembinaan Warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang; 

c) Kepala Seksi Registrasi Bagian Pelaksanaan Pemberian asimilasi 

dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Kota Palembang; 

d) Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang; dan 

e) Serta Staff Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 

IIA Kota Palembang yang terkait. 

Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan 

dengan warga binaan narkotika yang mendapatkan asimilasi dan hak 

                                                             
77Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: PT Alfabet, 

2016), hlm. 82.  
78Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, 2007), hlm. 52.  
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integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang serta 

wawancara dengan warga binaan yang tidak mendapatkan asimilasi dan 

hak integrasi. 

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum 

dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulistiowati 

Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke 

dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia 

dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur 

secara kuantitatif.
79

 

 

7. Teknik Pengolahan Data 

Mengacu pada tata cara pengolahan data-data hukum menurut Marck 

Van Hoecke, pengolahan data-data hukum juga dapat dilakukan dengan 

cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi data-data 

hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:
80

 

a. Tataran Teknis 

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan 

peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan 

legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan 

metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren. 

b. Tataran Teleologik 

                                                             
79Sulistiowati Irianto, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.2, April-Juni 2001, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 157.  
80 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Jakarta: 

Mandar Maju, hlm 39. 
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Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan 

substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan 

menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga 

sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan 

metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya. 

c. Tataran Sistematisasi Eksternal 

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam 

rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup 

masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada 

pembentukan pengertian yang baru. 

 

8. Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan 

dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan data-

data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan 

jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.
81

 

 

9. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika 

penalaran induktif, yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa 

prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, yaitu cara mempelajari sesuatu 

yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum 

yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari 

                                                             
81Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93. 
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kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen 

yang bersifat kompleks dan umum.
82

 

                                                             
82Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar 

Penalaran Ilmiah”, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 

2016, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135. 
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